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TISA. (B 111 10 316). Penegakan Hukum Aparat Kepolisian 
Terhadap Perdagangan Barang-Barang Palsu di Makassar Trade 
Centre. Dibawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Nur 
Azisa selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum 
aparat kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang 
palsu di Makassar Trade Centre. Serta untuk mengetahui kendala-kendala 
yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap 
tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di Makassar Trade 
Centre. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Upaya penegakan hukum aparat 
kepolisian terbagi atas tiga kategori. Yang pertama, Upaya Pre-emtif yang 
dalam hal ini dengan memberikan sosialisasi kepada pedagang dan 
konsumen. Kedua, Upaya Preventif dengan memperketat tingkat 
pengawasan pada tempat yang diduga jalur masuknya barang-barang 
palsu dan juga dengan memberikan himbauan kepada pengelola pusat 
perbelanjaan. Ketiga, Upaya Represif dengan cara membantu 
mengarahkan dan menindaki aduan dari pihak yang merasa dirugikan 
untuk segera diproses di Pengadilan Niaga, dan juga menangkap pelaku 
yang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran merek. 
(2)penegakan hukumterhadap tindak pidana pelanggaran merek 
mengalami kendala internal dari aparat kepolisian  seperti kurangnya 
biaya,  sumber daya aparat, dan fasilitas.Menyebabkan kurang 
maksimalnya upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat 
kepolisian.  Sementara itu  faktor eksternal aparat kepolisian seperti sikap  
permisif  masyarakat terhadap tindak pidana pelanggaran merek serta 
kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Telah mendorong 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Masyarakat modern senantiasa berhadapan dengan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). Bahkan dalam setiap sendi kehidupan, masyarakat 
modern selalu bergantung pada benda-benda atau barang-barang yang 
dilekati oleh hak kekayaan intelektual. Gaya hidup atau life style 
masyarakat modern menyebabkan masyarakat modern diwajibkan untuk 
senantiasa mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi hal itu tentunya 
juga sangat membutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat memenuhi 
kebutuhan primer dalam hidup yang tidak ada habisnya. 
Masyarakat modern memang sangat diuntungkan dengan adanya 
teknologi mutakhir dan ilmu pengetahuan. Namun masyarakat modern 
bukan berarti dapat melakukan apapun tanpa batasan untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan menggunakan bantuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan. Keberadaan teknologi memang dirasa sangat baik 
masyarakat pada umumnya maupun bagi masyarakat modern pada 
khususnya. Keberadaan teknologi juga telah mengubah pola hidup 
masyarakat menjadi sangat konsumtif, bukan hanya terhadap teknologi itu 
sendiri namun juga terhadap hal-hal lainnya yang sifatnya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan individu pada 
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khususnya. Pada kenyataannya, hamper setiap kebutuhan masyarakat 
baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional selalu 
berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. 
Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya 
cipta, baik seni, teknologi, atau buah pikiran. Karya-karya yang dapat 
diciptakan oleh seorang pencipta atau beberapa pencipta, jenis-jenis 
ciptaan yang dilindungi dan yang dimaksud dengan pencipta merupakan 
permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan tersendiri. Karya 
seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi 
dirinya akan tetapi kemungkinan juga akan bermanfaat bagi umat 
manusia. Semakinderasnya arus perdagangan bebas yang menuntut 
makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, terbukti semakin memicu 
perkembangan teknologiyang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring 
dengan hal ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam 
mendukung perkembangan teknologi kiranya semakin disadari 
keberadaannya. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual digunakan 
untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk 
menghargai hak seseorang untuk ciptaan yang dihasilkannya. Sikap 
apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral, sedangkan sikap 
menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut 
merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, 
karena bila dimensi moral saja yang ditekankan maka aspek ekonomi 
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yang juga merupakan merupakan unsur esensial tidak akan terpenuhi, 
demikian juga sebaliknya. 
Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan 
perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat 
ekonomi pada invensi yang ditemukan oleh inventor karena secara 
ekonomi, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual 
berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaanya 
atau untuk menikmati hasil yang didapatkan dari hak kekayaan intelektual 
tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil 
manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil. Salah satu alasan 
pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik HKI 
adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu 
untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama 
diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum untuk memberikan 
pengakuan dan perlindungan hukum bagi si pemegang hak berupa hak 
eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan 
hasil ciptaannya untu jangka waktu tertentu (Hendry Soelisto, 2011:21). 
Permasalahan baru dalam hak kekayaan intelektual nampaknya 
semakin hari terus berkembang. Hal ini seiring dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan, konsekuensi ini tentunya menuntut agar ketentuan hak 
cipta sebagai instrument yuridis dalam upanya memberikan hak cipta akan 
senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut. 
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Pertentangan terhadap HKI muncul karena adanya benturan 
kepentingan antara negara produsen yang merupakan negara maju dan 
pengguna berasal dari negara berkembang atau negara terbelakang. Di 
satu sisi pemegang hak ingin memonopoli hak eksklusif yang dimilikinya 
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau insentif sebesar-besarnya 
atas invensinya sebagai imbalan jerih payah dan biaya yang dikeluarkan 
untuk menciptakan suatu invensi. Namum di sisi lain pengguna yang 
kebanyakan berasal dari negara berkembang ingin memenuhi 
kebutuhannya dalam berbagai hal dengan mudah dan tentunya dengan 
biaya murah. 
Kehendak dari Negara berkembang sebagai pangsa pasar yang 
sangat potrensial dari HKI untuk mengharmonisasikan sifat individualistic 
HKI dengan kebutuhan konsumen, menyebabkan adanya tarik menarik 
antara kepentingan konsumen dan produsen hingga saat ini. 
Meningkatnya kebutuhan pasar dan persaingan usaha yang tidak 
sehat sebagai akar dari pelanggaran HKI khususnya pelanggaran 
terhadap hak merek seperti barang-barang palsu (KW) merupakan salah 
satu masalah yang telah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. 
Kebutuhan akan gaya hidup atau life style khususnya barang-barang 
bermerek, seperti pakaian dan aksesoris tidak dapat lagi dipisahkan dari 
gaya hidup modern masa kini. Hal ini disebabkan karena fungsi dari 
barang-barang bermerek tersebut tersebut bukan hanya sebagai penutup 
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aurat saja, akan tetap juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan 
status sosial seseorang. 
Kebutuhan akan barang-barang bermerek dan kemampuan 
ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi 
kendala memperoleh barang-barang tersebut secara legal yang mumpuni 
dan mutakhir, karena secara umum tentunya harga barang-barang 
tersebut dipengaruhi oleh terkenalnya merek dan kualitas dari barang itu 
sendiri. Semakin terkenal merek dan semakin bagus kualitasnya tentunya 
harganya akan semakin tinggi pula harga jualnya dipasaran, dan tentunya 
semakin tinggi pula status pengguna tersebut di mata masyarakat. 
Keadaan tersebut menyebabkan konsumen harus mencari alternatif untuk 
mempermudah konsumen memperoleh barang-barang bermerek yang 
tidak hanya sesuai dengan kebutuhan namun juga sesuai dengan 
kemampuan ekonominya. 
Solusi untuk memperoleh barang-barang bermerek tersebut dapat 
dilakukan dengan membeli barang-barang palsu atau replica yang banyak 
dijual di pasaran dan tidak membutuhkan waktu lama dan harga yang 
tinggi untuk mendapatkannya. Perdagangan barang-barang palsu 
merupakan fenomena yang banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, 
perdagangan barang-barang palsu secara yuridis adalah perbuatan 
melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. 
Namun dalam kenyataannya sehari-hari banyak sekali ditemui kegiatan 
perdagangan barang-barang palsu khususnya pada salah satu pusat 
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perbelanjaan di kota Makassar yang tentunya merupakan suatu masalah 
masalah serius. Atas dasar pemikiran inilah yang menarik penulis untuk 
meneliti upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi aparat 
kepolisian dalam upaya penegakan hukum, sebagai tugas akhir pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul :”Penegakan 
Hukum terhadap Perdagangan Barang-Barang Palsu (Kw) di 
Makassar Trade Centre.” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 
dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum aparat kepolisian 
terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang palsu di 
Makassar Trade Centre? 
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam 
upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan 
barang-barang palsu di Makassar Trade centre? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum aparat 
kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan barang-barang 
palsu (KW) di Makassar Trade Centre. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat 
kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 
perdagangan barang-barang palsu (KW) di Makassar Trade centre. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para akademisi dalam praktek 
belajar dan mengajar demi membangun keilmuan hukum yang 
lebih maju. 
2. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para praktisi hukum dalam 










 TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Penegakan Hukum 
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh 
pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah 
Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. 
Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara 
disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. 
Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan 
gambaran hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan 
kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum 
bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan 
hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, tt : 3) 
Wayne LaFavre (Soerjono Soekanto, 1983: 7-9) mengatakan 
penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan 
diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 
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diatur oleh kaidah hukum, akan tetaoi memounyai unsure penilaia pribadi. 
Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, 
bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika 
dalam arti sempit). 
Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila 
ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. 
Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-
undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya 
adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular. 
Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan 
hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, 
bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau 
keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di 
dalam pergaulan hidup. 
Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek 
 dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum 
dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. 
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya 
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 
sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
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menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 
saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  
Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya 
bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud 
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit 
maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 
kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-




Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelakanaan 
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus 
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. 
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, 
yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) 
dn keadilan (gerechtigkeit) (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 160). 
Secara konsepsional, maka inti d arti penegakan hukum terletak 
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di 
dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono 
Soekanto, 1983 : 5).  
 
2. Aparat Penegak Hukum 
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi 
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti 
sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya 
hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan 
petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait 
mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau 
perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, 
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan 
pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) 
terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 
tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak 
hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan 
mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan 
aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) 
perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya 
maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik 
hukum materielnya maupun hukum acaranya (Jimly Asshiddiqie, tt: 4). 
Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius 
bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua 
kekuatan bangsa, menjadi kewajiban koletif semua komponen bangsa 
(dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan 
oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain: 
1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu 
seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut 
secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar 
hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yag 
berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang 
adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi 
pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, 
hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah 
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institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang 
diajukn polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi 
masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang 
bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan 
hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, 
agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi 
yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan 
hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi 
penghormtan manusia atsa manusia; 
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak 
dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas 
kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki 
kekuaaan politik (legislatif); 
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara    
ironi menjadi masyarakat pencari keadilan (ilhami bisri, 2004 : 128-
129). 
 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus 
dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan 
dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, 
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dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya 
suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi 
aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah 
merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan 
dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. 
 Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 
terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, 
adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto 1983 : 8-9): 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 
pada undang-undang saja; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menrapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr 
daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima 
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faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-
contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. 
1. Undang-undang 
Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang 
dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan 
dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. 
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa 
asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai 
dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Soerjono Soekanto, 
1983 : 12-14): 
1. Undang-undang tidak berlaku surut; 
2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi; 
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; 
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-
undang yan berlaku terdahulu; 
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat; 
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7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). 
Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-
undang mungkin disebabkan, karena: 
1. tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk 
menerapkan undang-undang, 
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
2. Penegak Hukum 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka. 
Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih bahnyak 
tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi 
menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, 
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di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan 
hukum diskresi sangat penting, oleh karena (Soerjono Soekanto, 1983:  
21-22): 
1. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, 
sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; 
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-
undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam 
masyrakat; 
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; 
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan 
secara khusus. 
Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum, 
Halangan-halangan tersebut, adalah (Soerjono Soekanto, 1983:  34-35): 
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; 
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4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme. 
Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan 
diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut: 
1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 
Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap 
hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba 
manfaatnya; 
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai  
kekurangan yang ada pada saat itu; 
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan 
dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut 
berkaitan dengan dirinya; 
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin 
mengenai pendiriannya; 
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya 
merupakan suatu urutan; 
19 
 
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya 
bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan; 
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib 
(yang buruk); 
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia; 
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan 
diri sendiri dan pihak-pihak lain; 
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas 
dasar penalaran dan perhitingan yang mantap. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup, dan seterusnya. 
Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam 
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak 
akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 
dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas 
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tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Soerjono 
Soekanto, 1983 : 44): 
1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul; 
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; 
3. Yang kurang-ditambah; 
4. Yang macet-dilancarkan; 
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan. 
4. Faktor Masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari 
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 
tersebut. 
Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk 
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas 
(dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya 
adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola 
perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan 
pencerminan dari hukum sebagai sturktur maupun proses. Untuk jelasnya, 
akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan 
penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh 
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masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, 
jaksa, dan seterusnya). 
Warga masyrakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi 
dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan 
pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. 
Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikn 
kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam 
masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.  
Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan 
dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru 
kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga 
masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggotan polisi dapat 
menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, 
dengan hasil yang sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto, 1983: 45-48). 
Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat 
mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 
semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, 
semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 
semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 
Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam 
masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan 
sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus 
selalu  berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu 
kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga 
masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. 
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum 
setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : 
1. Compliance 
 orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan 
sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh 
harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari 
kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk 
menaati hukum 
2. Identification 
 Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya 
dngan seseorang menjadi rusak. 
3. Internalization 
 Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. 
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Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum 
masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk 
taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai 
hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat 
berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh 
pada hukum.  
Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum 
suatu masyarakat yakni: 
a. Pengetahuan hukum  
Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan 
peraturan-peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat 
bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan 
kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum 
(aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.  
b. Pemahaman hukum 
Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat 
mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat 
bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.  
c. Sikap 
Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum 
terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah 
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masyarakat akan mendukung dengan menunjukan sikap positif 
ataukah mayarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap 
negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya 
adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan 
hukum. 
d. Perilaku hukum  
Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti 
apa pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukan. Inilah 
bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan 
pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. 
Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas 
mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.  
5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa 
yang dianggap buruk (sehingga dihindari).  Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin 
yang harus diserasikan.  
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut ( Soerjono soekanto, 1983 : 60): 
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1.  Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 
2.  Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; 
3.  Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 
Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah 
merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (Jimly 
Asshiddiqie, tt : 3) berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh 
Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan 
hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat 
terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
Dengan kata lain, dalam rangka  penegakan aturan hukum 
diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang 
baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat 
perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya 
sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum 
dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan 
tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien 
serta akuntabel. 
B. Pengertian pidana 
1. Pengertian pidana 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa 
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orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
“strafbaar feit” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak 
pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan 
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud 
dengan perkataan “stafbaar feit” tersebut. 
Perkataan “feit”  itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari suatu kenyataan “ atau “een gedeelte van werkelijkheid “, 
sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah 
perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak 
tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 
sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 
perbuatan ataupun tindakan. 
Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk 
undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai 
apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan „ strafbaar feit”, 
maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut. 
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Menurut Van Hamel (Zainal Abidin, 2007 : 225) menguraikan tindak 
pidana (straafbaar felt) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan 
oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai 
untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te 
witjen). 
Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten).Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena 
katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senda dengan 
itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig artinya 
patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah 
delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” itu 
telah bisa dipakai.  
Vos (Andi Hamzah, 1994 : 88)  merumuskan delik itu sebagai Suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam dengan pidana. 
Simons (Leden Marpaung, 2005 : 8) memberikan defenisi lebih 
lanjut mengenai delik dalam arti strafbaar feit sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
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dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
d. Dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988: 104) 
menyatakan bahwa: 
a. Kelakuan dan akibat; 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif; 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2008 : 10) mengemukakan bahwa : 
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Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan Tongat (2002  : 3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang 
dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 
263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan 
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sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah perbuatan mengambil; 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat 
mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam 
ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang 
berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang 
adalah akibat yang berupa matinya orang; 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa 
suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 
282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" 
adalah di tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) 
yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab); 
b.   Kesalahan (schuld). 
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Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan 
nilai perbuatannya itu; 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada 
hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 
orangnya. 
(Adami Chazawi, 2005: 82) Dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
yaitu: 
a. unsur tingkah laku; 
b. unsur melawan hukum; 
c. unsur kesalahan; 
d. unsur akibat konstitutif; 
e. unsur keadaan yang menyertai; 
f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
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g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. unsur objek hukum tindak pidana; 
j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
(Adami Chazawi, 2005: 121-136) Tindak pidana dapat dibeda-
bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut. 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten); 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten); 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak 




5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedk 
antra tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus; 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
7. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan 
oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya 
oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten); 
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 
dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatass macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 




11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
Disebut dengan rechtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang 
artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU 
melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum 
memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum 
dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan 
hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. 
Sebaliknya, wetsdelicten sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada 
setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber 
tercelanya wetsdelicten adalah Undang-Undang. 
Menurut Andi Hamzah (Adami Chazawi, 2005 : 123) dasar 
pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh 
kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran 
dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. 
Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 
KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS 
Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang 
masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut 
dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknnya, ada kejahatan 
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misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 
293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat 
terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. 
Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, 
yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 
penjara. 
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 
 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan 
timbulnya suatau akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melaiinkan semata-mata pada perbuatannya. 
Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian 
digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung 
jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang 
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menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan 
kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau 
memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya 
akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. 
Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak 
tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat 
terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan 
dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
 
3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian 
Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tidak 
pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindk 
pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang rumusannya 
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 
Sementara itu tindak piana culpa (culpose delicten) adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. 
Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya 
kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), 
maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa 
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culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau 
“sepatutnya harus diduga”. 
4. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif 
(Delik Omisionis)  
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut 
perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan 
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat 
aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak 
pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar 
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Berbeda dengan tindak pidana pasiff, dalam tindak pidana pasif, 
ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang 
dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak 
dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggara kewajiban hukumnya 
tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat 
disebut juga tindak pidana pengabaian suatau kewajiban hukum. 
Tindak pidana pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tidak murni disebut dengan (delicta commisionis per 
omissionem). 
Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana 
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pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak 
pidana yang mengandung suatau akibat terlarang, tetapi dilakukan 
dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-
benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana 
aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak 
berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya 
menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. 
Misalnya seorang ibu tidak mnyusui anaknya agar mati, peruatan ini 
melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. 
 
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus 
Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga 
denganaflopende delicten. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan 
mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara 
sempurna. 
Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama 
disebut juga denganvoortderende delicten. Seperti Pasal 333, 
perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, 





6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi 
tersebut. 
Walaupun atelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak 
pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat 
dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan 
masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, 
sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, 
yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi 
(KUHP). 
Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu 
berupa peraturan perundang-undangan pidana. 
 
7. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria 
Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat 
dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang 
(delictacommunia ) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). 
Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. 
Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. 
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8. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan tindak Pidana Aduan 
(Klacht Delicten) 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. 
Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana  disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.  
9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang 
Diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudige 
delicten), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
b. dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten); 
c. dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten). 
Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap,artinya semua 
unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP 
tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 
KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, 
Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap 
unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian 
yuridis dan tindak pidana tersebut. 
Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu,melainkan sekedar 
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menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokonya, 
kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan 
atau meringankan secara tegas dalam rumusan. 
10. Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkam pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan 
kepentingn hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya 
dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan 
Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab 
I). 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas 
jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan 
dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan 
hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tidak pidana 
diluar kodifikasi. 
11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai 
Tindak pidaa tunggal (enkelvoudige delicten) adalh tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbutan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa 
tindak pdana tunggal. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
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dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan 
dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang 
Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang 
yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebasaan 
disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. 
4. Teori-teori Pemidanaan 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam 
perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan 
teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat 
terbesar dengan djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah 
pencegahan dilakukannya oleh pembuat (preveni khusus) maupun 
penceghn yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak 
pidana tersebut (prevensi umum). 
Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan colonial 
Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara 
eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah 
merumuskan secara eksplisit tujuan peminadaan yang terdapat dalam 
Pasal 52 yaitu: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
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b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembnaan 
sehingga menjadikannya yang baik dan berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memuihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan 
bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang 
diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatn berikutnya, 
untuk perbikan terhdp diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan 
berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan (Barda 
Nawawi Arief, 1996: 60)  
Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan 
pemidanaan adalah : 
a. Pencegahan umum dan khusus; 
b. Perlindungan masyarakat; 
c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan 
d. Pengimbalan/pengimbangan. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapt dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar, yaitu sebagi berikut 
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a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)  
(Adami Chazawi, 2005: 157-161) Dasar pijakan dari teori ini adalah 
pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa 
pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena 
penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingn hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah 
dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikn pidana yang setimpal dengn 
perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu: 
1. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
2. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam; 
3. dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar 
kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada 
umumnya. 
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang 
adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan 
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Adanya pandanga dari susut keagamaan bahwa hukum adalah 
suatu aturan yang bersumber pad atursn Tuhan yang diturunkan melalui 
Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. 
2. Pandangan dari Sudut Etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Pandanga Kant 
menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejhatan itu haruslah diikuti oleh 
suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut 
oleh keadilan ets merupakan syarat etika. Pemerintahan negara 
mempunyai hak untuk menjatuhkan dan mejalanan pidana dalam rangka 
memenuhi keharusan yag dituntut oleh etika tersebut. 
3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika 
Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel ini dikenal dengan teori 
dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar 
pemikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagi reaksi dari 
setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan 
(sebagai these). Jika seseorang melakukan keahatan atau penyerangan 
terhadap keadilan, berartia ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti 
these).  
4. Pandangan Aesthetica dari Herbart 
Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangal pada 
pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan 
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rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat 
dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan 
penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. 
5. pandangan dari Heymans 
Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut 
heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa “setiap niat 
yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan 
kepuasan, tetapi niat yang bertentngan dengan kesusilaan tidak perlu 
diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang 
adil. Menurut Leo Polak (Adami Chazawi 2005 : 161) pandangan heymans 
ini tidak bersifat membalas pada apa yag telah terjadi, tetapi penderitaan 
itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukan suatu teori 
pembalasan sepenuhnya. 
6. Pandangan dari Kranenburg 
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia 
mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan 
keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota 
masyarakat mempuyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
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masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, 
yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventie), dan 
2. Pencegahan khusus (special preventive). 
Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang 
bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. 
Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada 
penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat 
kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus ini lebih maju jika 
dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tjuan 
pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulang lagi melakukuan kejahatan, dan mencegah agar orang 
yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam 
bentuk perbuatan nyata (Adami Chazawi,2005: 161-165) 
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c. Teori gabungan (vernegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.  
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel. 
Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut (P.A.F Lamintang, 1988 
: 47) : 
a. Hal penting dalam pidana adalah meberantas kejahatan sebagai 
suatu gejala mayarakat; 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hail studi antropologis dan sosiologis; 
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 166) 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat; 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
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1. Teori Gabungan yang Pertama  
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 
ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain 
adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat 
diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 
pemabalasan itu dpat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan 
tata tertib (hukum) masyarakat. 
2. Teori Gabungan yang Kedua 
Menurut simons (Adami Chazawi, 2005 : 167) dasar primer pidana 
adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan 
khusus. Pidana terutama ditujukn pada pencegahan umum yang terletak 
pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak 
cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka 
barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-
nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat. 
Menurut Vos (Adami Chazawi 2005 : 168) yang berpandangan 
bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada 
pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga 
pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus 




Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyrakat 
memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh 
karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang 
beratnya pidana, ada perslisihan paham, tetapi mengenai faedah atau 
perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. 
5. Pemidanaan 
Menurut Sudarto (Lamintang, 1997 : 49), pemidanaan adalah 
sinonim dari kata penghukuman, yang berarti Penghukuman berasal dari 
kata dasar hukum,sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum 
atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetakan hukum 
untuk suatu peristiwa itu tidk hanya menyangkut bidang hukum pidana 
saja, akan tetapi juga hukum perdata. Pemidanaan dalam bidang pidana, 
yang kerapkali berakronim dengan pemberian pidana atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama 
dengan sentence atau veroorrdeling. 
Berdasarkan definisi tersebut, menyatakan bahwa pemidanaan itu 
sendiri bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana 
saja akan tetapi dri segi hukum perdata juga. Hal tersebut tergntung dari 
poko permasalahan yang dibahas, yang mana jika membahas mengenai 
masalah pidana maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman 
dala arti pidana. 
51 
 
Sudarto (Djoko Prakso, 1988 : 22), mengemukakan mengenai 
pemidanaan (pemberian pidana) yaitu pemberian pidana dalam arti umum 
itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-undang karena azas 
legalitas, yang berasal dari zaman Aufkalarung yang singkatnya berbunyi: 
nullum crimen, nulla poena, sine priavialege (poenaili). Jadi untuk 
mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-undang (pidana) 
terlebih dahulu. Petunjuk Undang-undanglah yang menetapkan peratutan 
tentang pidananya, idak hanya menyangkut crimen atau delictumnya, 
ialah perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. 
Dilihat dari pendapat tersebut makadapat disimpulkan bahwa 
pemidanaan atau pemberian pidana, tidak hnya menyangkut pemberian 
pidana saja dan jika menyangkut perbuatan pidana hal tersebut dalam hal 
penerapan pemidanaan (pemerian pidana) haruslah berdasarkan petunjuk 
Undang-undang yang telah ada sebelumnya. 
Adanya pemidanaan maka tibalah proses pemasyarakatan, yang 
dimana pemasyarakatan adalah tujuan dai pada penjara (pemidanaan). 
Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses pemulihan (menjadi 
normal seperti masyarakat) narapidana agar dapat diterima kembali 
kedalam masyarakat sebagai individu yang baik dan berguna bagi 
lingkungannya. 
Lamintang (1984 : 23), mengatakan bahwa terdapat tiga pokok 
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan ini, yaitu: 
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1. Untuk memperbaki pribadi dari penjahatnya; 
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan suatu 
kejahatan; 
3. Untuk membuat penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan 
kejahatan lainnya, yakni penjahat dengan cara lain sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi. 
Lebih lanjut menurut Bada Nawawi Araief apabila pengertian sistem 
pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem 
pemidanaan itu mencakup pengertian: 
1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan; 
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana; 
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisati pidana; 
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 
bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau mengatur bagaimana 
hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret 






C. Tindak pidana pelanggaran hak merek 
1. Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran hak merek 
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang merek , dinyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 
Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah 
dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk 
membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh 
peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan 
tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota 
Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah 
memasarkan barang (Harsono Adisumarto, 1990 : 44-45). Di Inggris, 
merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hallmark) sebagai suatu 
sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong 
yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang 
sejenis lainnya (Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 1993 : 117). 
Menurut Undang-undang merek bahwa merek yang sudah 
didaftarkan maka kepada pemilik merek diberi hak atas merek dan 
mendapat perlindungan dari perbuatan orang lain mengambil, mengutip, 
memperbanyak atau menggunakan merek yang sama pada 
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keseluruhannya atau sama pada pokoknya tanpa izin pemegang hak 
merek, atau yang dilarang undang-undang merek atau melanggar 
perjanjian. 
Abdulkadir (2001 : 220) mengemukakan bahwa dilarang undang-
undang artinya undang-undang tidak diperkenankan perbutan itu 
dilakukan karena :  
1. merugikan pemegang hak merek, misalnya melakukan pemalsuan 
merek orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat;  
2. merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan 
merek yang betentangan dengan kebijaksnaan pemerintah 
dibidang pertahanan dan keamanan; 
3. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya 
memperbanyak dan menjual barang atau jaa yang bermerek porno. 
Sedangkan melanggar perjanjian menurut (Abdulkadir : 220) 
Artinya memenuhi kewaiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang 
telah dietujui kedua pihak, misalnya dala perjanjian pembatasan 
penggunaan merek hanya pada barang atau jasa tertentu saja bukan 
menggunakan merek keseluruhannya, ini jelas merugikan pemegang hak 
merek yang asli. 
Dirdjosisworo (2000 : 64) mengemukakan bahwa bentuk kejahatan 
terhadap merek dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, 
memperbanyak dan mengumumkan merek orang ain baik sebagian 
maupun seluruhnya tanpa izin pemegang hak merek, yang bertentangan 
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dengan Undang-undang Merek tahun 2001, atau melanggar ketentuan 
Undang-undang Merek tahun 2001 misalnya : 
1. memalsukan atau mengutip merek orang lain dimasukkan kedalam 
usaha dagang sendiri tanpa menyebutkan sumbernya; 
2. menyalahgunakan izin pemegang hak merek untuk tujuan kmersial, 
seperti memalsukan merek barang dan/atau jasa lalu 
diperjualbelikan dengan memerlukan keuntungan; 
3. melampaui jumlah yang diizinkan dalam perjanian. 
Menurut Abdulkdir (2001 : 220) kejahatan pelanggaran hak merek 
barang dan/atau jasa dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
1. meniru sebagian hak merek org lain dan dimasukkan kedalam 
barang dagangnya seolah-olah itu kepunyaan sendiri. Perbuatan ini 
plagiat atau penjiplakan (plagiarism); 
2. mengambil kepunyaan merek orang lain untuk diperbanyak dan 
diumumkan atau perjualbelikan merek aslinya tanpa mengubah 
bentuk, gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, aau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang digunakan 
pada kegiatan perdagngan barang atau jasa. Pebuatan ini disebut 
pembajakan (piracy). 
Menurut saidin (2003 : 357) bahwa kejahatan hak merek dibidang 
barang atau jasa diantaranya adalah berbentuk pembajakn merek dan 
pemalsuan merek. Pembajakan diartikan sebagai pengambilan hasil 
merek orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemegang merek. 
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Sedangkan pemalsuan dartikan sebagai tindakan pengambilan merek 
orang lain yang sudah ada kemudian dipalsukan merek tersebut 
sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya seara 
pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah 
terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) degan maksud 
menimbulkan kesa kepada khalayak ramai, seakan-akan baran atau jasa 
yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang 
sudah terkenal. Munculnya istilah pembajakan dan pemalsuan merek 
tidak terlepasnya dan kaitannya denga pengertian hak atas merek itu 
sendiri, yaitu hak ekslusif bagi pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu atau member izin kepada pihak 
lain untuk menggunaknnya. Oleh karena itu apabila ada orang lain yang 
telah melakukan perbuatan telah mengambil merek orang lain tanpa 
sepengetahuan dan seizinnya maka perbuatan itu disebut pembajakan 
dan pemalsuan (Djumhana, 2006 : 84) 
Pembajakan merek dapat juga terjadi melalui teknologi 
computer/internet yaitu domain name atau namaa domain adalah 
penamaan atau suatu situs sebagai identitasnya yang unik diinternet. 
Nama domain hanya ada satu dalam jaringan internet dunia dan nama 
domain itu sendiri dapat berupa nama, susunan huruf, kata, atau angka. 
Nama domain sebagai suatu yang dapat dikategorikn sebagai merek 
apabila memiliki daya pembeda dengan nama domain lain dan digunakan 
dalam kegiatan barang atau jasa. Pembajakan nama domain melalui 
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internet yang dilakukan oleh orang dengan tanpa izin pemegang hak aas 
merek nama domain.  
Kemudian termasuk pelanggaran Hak merek barang atau jasa 
apabila melanggar Pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek bahwa tanpa persetujuan pemilik atau ahli warisnya 
mengadakan perubahan terhadap tanda yang berupa gamba, nama, kata, 
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna yang dilakukan oleh pemegang 
hak merek. 
2. Modus Tindak Pidana Perdagangan Barang-barang Palsu (KW) 
Istilah “KW” muncul untuk menunjukkan barang-barang tiruan atau 
palsu dari produk bermerek, termasuk tas. Dalam penerapan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sendiri, hanya dikenal 
istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan Merek yang sama pada 
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Selain dapat 
menjerat pihak-pihak yang beriktikad buruk memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang palsu, Undang-undang Merek juga dapat 
dipergunakan untuk menjerat pihak-pihak 
yang memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui 
bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran. 
Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat 
menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang 
dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari 
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sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, 
khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang 
dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi 
konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang 
akan dibeli (Wiratmo Dianggorro, 1997 : 34). 
Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja 
produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh 
karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki 
merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh 
konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, 
bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan 
persaingan curang (Insan Budi Maulana, 1997 : 60).  
Penjual yang menggunakan merek hasil dari pelanggaran (barang 
palsu) biasanya menggunakan merek terkenal dalam memasarkan barang 
dagangannya untuk menarik minat konsumen.Ini dilakukan semata-mata 
hanya untuk memperoleh untung dengan mudah tanpa memikirkan 
dampak buruk yang di alami oleh si pemegang hak merek yang asli. 
Pedagang mengaku dengan menggunakan merek terkenal mereka dapat 
dengan mudah memasarkan barang dagangannya ke konsumen.  Pada 
hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan 
karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia 
memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar 
negeri (label Minded), apalagi kalau itu merupakan merek terkenal. Akan 
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tetapi karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan tidak 
cukup mampu untuk membeli barang-barang asli yang memiliki kisaran 
harga cukup tinggi, oleh karena itu timbullah niat pelaku usaha 
(pedagang) untuk menyediakan barang-barang KW/imitasi/palsu dengan 
menggunakan merek terkenal. 
3. Tuntutan Pidana dan Perdata Pelanggaran Hak Merek 
Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. 
Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai „hak yang 
memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan 
merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan 
mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan 
mempergunakannya‟. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, 
yaitu, pertama,menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi 
ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut. 
Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain 
pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 
barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas 
merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. 
Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-
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sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. 
Gugatan yang diajukan berupa : 
a. Gugatan ganti rugi dan/atau; 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 
merek tersebut. 
Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang 
berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang 
sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik 
merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian 
ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut 
terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa 
hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa 
pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga 
dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dengan 
ditentukan pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk 
gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas 
kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya. 
Perlindungan hukum berdasarkan sistem first to file principle 
diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang „beritikad baik‟ 
bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif 
dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif 
diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun 
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tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif 
diluar pengadilan. 
a. Tuntutan pidana atas pelanggaran hak merek 
Pemalsuan Merek merupakan Delik Aduan dan secara tegas pula 
dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, 
Undang-undang Merek menggolongkan seluruh tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik 
aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa 
pasal-pasal pidana dalam Undangg-Undang Merek diberlakukan setelah 
adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain 
sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan 
hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor 
sepanjang belum diperiksa di pengadilan. 
Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan 
di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. 
Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, 
yakni sistem First to file, „pelanggaran merek‟ hanya terjadi apabila ada 
tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad 
buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang 
bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. 
Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek karena dalam 
sistem First to file, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik 
pendaftaran merek. Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek 
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atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas 
suatu tindak pidana merek. Selain harus mampu menunjukkan bukti 
kepemilikan merek yang sah, si pelapor harus mampu menunjukkan 
kepada kepolisian perbedaan-perbedaan antara barang asli dan barang 
palsu secara jelas. Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum 
melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para 
pelaku pelanggaran merek. 
Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek menggolongkan 
delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran. Delik 
pelanggaran secara jelas disebut dalam pasal 94, yakni; "barang siapa 
memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut 
diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92 dan atau 93 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 200.000.000,-(duaratus juta rupiah)". Pasal 90 "barang 
siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 
pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan". 
Pasal 91 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 
merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau 




Pasal 92 ayat 1 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi 
Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan 
barang yang terdaftar "  
Pasal 92 ayat 2 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi 
Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan 
barang yang terdaftar " 
Pasal 92 ayat 3 "Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada 
barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata 
yang menunjukan bahwa barang tersebut merupakan tiruan barang yang 
terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, diberlakukan 
ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 "  
Pasal 93 " barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada 
barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan 
masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut"  
Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini 
berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang 
digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman 
pidana. 
Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat 
dalam pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, 
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yakni ; Pasal 90 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang 
diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu 
milyar rupiah) ;  
Pasal 91 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar 
milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau 
diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat)tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-(delapan 
ratus juta rupiah) 
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95, tindak pidana- tindak 
pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal 
merupakan delik aduan. 
b. Tuntutan perdata atas pelanggaran hak merek 
1. Gugatan ganti rugi 
Pasal 76 (1) (a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
merek, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 
yang sejenis berupa gugatan ganti rugi. Sayangnya sampai saat ini belum 
ada putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan ganti rugi. 
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2. Interlocutory injuction 
Pasal 76 (1) (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tetang 
merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain 
yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis 
berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 
penggunaan merek tersebut. Seluruh gugatan ditunjukan kepada 
Pengadilan Niaga. Hak mereka merupakan suatu hak kebendaan, oleh 
karena haknya bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat 
dipertahankan oleh siapa saja. Di dalam Pasal 76 tersebut disebutkan ada 
dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti 
rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut 
harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa 
ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak 
sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril. 
Dengan demikian, Pasal 76 tersebut membatasi pelanggaran 
merek hanya terhadap barang atau jasa sejenis saja. Gugatan tersebut 
menurut Pasal 76 ayat (2) harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. 
Selanjutnya, menurut Pasal 78 Undang-Undang Merek, atas 
permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku 
penggugat, selama masih dapat memerintahkan tergugat untuk 
menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek 
secara tanpa hak tersebut. Disamping itu, Pasal 78 ayat (2) Undang-
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Undang Merek menentukan, dalam hal tergugat dituntut pula 
menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat 
memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut 

























A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di pusat perbelanjaan 
Makassar Trade Centre. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan 
bahwa lokasi tersebut sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang 
palsu, baik dalam bentuk tas, pakaian, maupun barang-barang lain 
sehingga mempermudah proses penelitian. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat 
kepolisian di Polrestabes Makassar dan pelaku perdagangan barang-
barang palsu yang ada di Makassar Trade Centre, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Sampel 
 Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
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C. Jenis Dan Sumber Data  
Sumber data adalah tempat dimana kita memperoleh data. 
Sementara jenis data adalah pembagian data berdasarkan perolehan data 
tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain berupa: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak – pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan.  
2. Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat 





E. Teknik Pengumpulan Data  
 Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap 
Perdagangan Barang-Barang Palsu di Makassar Trade Centre 
Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan-kebutuhan 
manusia untuk mengikuti gaya hidup terkini juga semakin meningkat, akan 
tetapi belum tentu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut ikut meningkat pula. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor 
utama yang memicu timbulnya berbagai tindak pidana dalam Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada Hak Merek. 
Keinginan seseorang untuk memiliki barang-barang yang update 
dan bermerek dengan harga murah telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggungjawab untuk memproduksi barang-barang palsu 
atau “KW” yang begitu mirip dengan aslinya akan tetapi dapat dimiliki 
dengan harga murah. Memang ada Undang-undang Nomor 15 tahun 
2001 tentang Merek yang mengatur tentang tindak pidana terkait 
pelanggaran merek. Adapun pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 







Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek 
yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik 
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
  
Pasal 91 
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek 
yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah). 
  
Pasal 92 
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 
tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis 
milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan 
barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 
tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak 
lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang 
terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah). 
(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang 
merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang 
menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari 
barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-
geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 







Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda 
yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa 
sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat 
mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
  
Pasal 94 
(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 
diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa 
tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 
Dan secara tegas pula, dalam Pasal 95, Undang-Undang nomor 15 
tahun 2001 tentang Merek menggolongkan seluruh tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik 
aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa 
pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang 
Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang 
dirugikan atas perbuatan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari perumusan 
Pasal 95 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek: 
 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, 




Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa 
ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang 
merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu 
sendiri atau pemegang lisensi (Pasal 76 - 77 Undang-undang Nomor 15 
tahun 2001 tentang  Merek). 
Dengan adanya Pasal 95  Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang  Merek yang menyatakan bahwa seluruh tindak pidana dalam 
undang-undang tersebut adalah delik aduan sehingga membuat Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat sepenuhnya 
melindungi hak-hak pemilik merek atau pemegang lisensi tersebut karena 
suatu hal yang mustahil untuk mengawasi dan melaporkan seluruh pihak-
pihak yang telah melanggar haknya, apalagi ketika merek tersebut telah 
mendunia.  
Kewenangan penyidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran 
pidana hak merek dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia dan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
Direktorat Jenderal yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan tindak pidana 
di bidang Merek. 
Berdasarkan ketentuan penyidikan yang diatur dalam pasal 89 ayat 
(3) dan (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai 
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penyidik tersebut wajib berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia mulai dari dimulainya penyidikan sampai pada 
hasil penyidikan, begitu pula dalam hal menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum wajib melalui Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Adapun wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud 
diatas adalah : 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Merek;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum 
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek 
berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;  
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan 
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;   
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan 
dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Merek;   
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Merek; dan  
75 
 
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Merek. 
Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Merek yang 
dilakukan oleh Kepolisian Reskrim Resor Kota Besar Makassar cenderung 
bersifat pasif karena hanya menunggu adanya laporan dari para pihak 
yang merasa dirugikan oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran Merek 
sebagaimana diatur pada Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang  Merek yang kemudian membantu untuk 
menyampaikan laporan tersebut kepada pemegang Lisensi atau pemilik 
Merek yang bersangkutan karena dalam hal pelanggaran Merek, gugatan 
hanya dapat diberikan oleh pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang 
bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama-sama. 
Berdasarakan hasil wawancara dengan Aiptu Jafar selaku Wasdik 
Reskrim Polrestabes Makassar, walaupun tindak pidana pelanggaran hak 
Merek yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang Merek merupakan delik aduan akan tetapi hal itu tidak 
menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan 
penanggulangan pelanggaran Merek, upaya tidak jarang aparat Reskrim 
Polrestabes Makassar memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para 
pedagang barang-barang palsu yang ada di Makassar Trade Centre untuk 
sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan 
didapatkan oleh pemilik Merek dan konsumen (Hasil wawancara pada 
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tanggal 17 Desember 2013). Adapun bentuk upaya penanggulangan 
tindak pidana pelanggaran Merek oleh aparat kepolisian di Kota Makassar 
untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1 












1. Upaya Pre-emtif 
 
 
1. memberikan sosialisasi kepada 
pedagang di berbagai pusat 
perbelanjaan. 
2. memberikan sosialisasi kepada 




2. Upaya Preventif 
 
1. memperketat tingkat 
pengawasan pada tempat yang 
diduga jalur masuknya barang 
palsu (pelabuhan). 
2. memberikan himbauan kepada 
para pengelola pusat perbelanjaan 
untuk lebih selektif dalam 






3. Upaya Represif 
 
 
1. membantu mengarahkan dan 
menindaki aduan dari pihak yang 
merasa dirugikan ke pengadilan 
niaga. 
2. menangkap para pelaku dan 
menghentikan penyebaran barang 
palsu yang terbukti melakukan 
pelanggaran Merek. di putuskan 
pada pengadilan niaga 
11 





*Sumber : Data primer yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel 1 diatas, penulis menggolongkan upaya 
penanggulangan tindak pidana pelanggaran merek menjadi tiga, yaitu : 
1. Upaya Pre-emtif 
Seperti halnya yang telah saya paparkan di atas, upaya pre-emtif 
yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian di Polrestabes Makassar 
adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang khususnya 
di Makassar Trade centre untuk lebih menjaga kualitas barang 
dagangannya, sosialisasi ini bertujuan agar para pedagang sadar akan 
akibat-akibat yang dapat ditimbulkan jika para pedagang tetap memilih 
barang-barang palsu sebagai objek jualannya, seperti kerugian pada 
konsumen karena kualitas barang yang rendah, kerugian Pemilik Merek 
atau pemegang Lisensi dan bahkan sampai pada ancaman pidana jika 
ada Pemilik Merek ata pemegang Lisensi yang merasa dirugikan dengan 
diperdagangkannya barang-barang palsu tersebut. Dalam kurun waktu 
2010-2013, sosialisasi ini telah dilakukan sebanyak 12 kali, itupun 
dilakukan bersamaan dengan berbagai sosialisasi lainnya seperti 
sosialisasi mengenai hak Cipta, kaset bajakan dan video porno di pusat-
pusat perbelanjaan di Kota Makassar khususnya di Makassar Trade 
centre yang tentunya kurang efektif jika dibandingkan dengan 
perkembangan perdagangan barang-barang palsu di pasaran yang sangat 
pesat. Aparat kepolisian juga melakukan satu langkah cerdas dengan 
mensosialisasikan kerugian-kerugian yang dapat kita dapatkan jika 
membeli barang-barang palsu di media massa khususnya surat kabar dan 
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stasiun televisi lokal sehingga dapat meminimalisir niat konsumen dalam 
membeli barang-barang palsu tersebut. Akan tetapi sayangnya langkah 
cerdas ini tidak begitu maksimal dampaknya karena hanya dilakukan 
sebanyak tiga kali dalam empat tahun terakhir (2010-2013) atau tiga hari 
dalam 1.460 hari. 
2. Upaya Preventif 
Pada tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa upaya Preventif yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Makassar ada dua, yang 
pertama, yaitu dengan memperketat pengawasan pada jalur-jalur 
masuknya barang-barang palsu tersebut seperti pelabuhan. Dalam hal ini 
yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengamanan pada jalur-
jalur tersebut adalah Kepolisian Resor (Polres) Kesatuan pelaksana 
pengamanan Pelabuhan (KP3) Makassar. Bentuk-bentuk pengawasan 
tersebut mencakup pemeriksaan atas barang-barang penumpang baik 
barang bawaan langsung maupun barang yang dikirim melalui kargo. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kapolres KP3 Makassar, 
Wishnu Buddaya, pengawasan tersebut sangat aktif dilakukan karena 
sudah merupakan program rutin dari Polres KP3 Makassar (hasil 
wawancara pada tanggal 20 Desember 2013). Upaya Preventif yang 
kedua adalah dengan memberikan himbauan-himbauan kepada pengelola 
pusat-pusat perbelanjaan di Kota Makassar khususnya Makassar trade 
Centre agar lebih selektif dalam menerima atau memberikan izin kepada 
para pedagang atau pelaku usaha untuk dapat memperdagangkan 
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barang-barang palsu berkualitas rendah tersebut. Akan tetapi berdasarkan 
hasil wawancara dengan Aiptu Jafar selaku Wasdik Reskrim Polrestabes 
Makassar rata-rata para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut 
menghiraukan himbauan yang telah diberikan oleh aparat kepolisian 
hanya karena keuntungan materi semata tanpa memikirkan kerugian-
kerugian yang dapat diperoleh oleh konsumen nantinya. Dalam kurun 
waktu 2010-2013, aparat kepolisian telah memberikan himbauan kepada 
para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut sebanyak 12 kali, hal ini 
dilakukan bersamaan dengan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan aparat 
kepolisian terkait dengan pelanggaran merek (Hasil wawancara pada 
tanggal 17 Desember 2013). 
3. Upaya represif 
Upaya represif pada tindak pidana pelanggaran merek cenderung 
bersifat pasif karena sifat delik pada tindak pidana ini adalah delik aduan. 
Oleh karena itu aparat kepolisian hanya boleh menindaki pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi jika telah terdapat laporan dari pemegang lisensi 
ataupun pemilik merek. Dalam kurun waktu 2010-2013, aparat kepolisian 
Polrestabes Makassar telah 11 kali membantu dalam mengarahkan 
laporan dari para konsumen para konsumen yang merasa dirugikan 
kepada pemilik merek atau pemegang lisensi yang kemudian jika pemilik 
merek atau pemegang lisensi tersebut juga merasa dirugikan dibantu 
untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam kurun waktu 
tersebut tidak ada laporan yang diterima oleh polrestabes Makassar 
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berhasil disidangkan pada Pengadilan Niaga karena beberapa dari pemilik 
merek atau pemegang lisensi tidak terlalu mempersoalkan pemalsuan-
pemalsuan barang-barang dagangannya, apalagi jika hanya dalam jumlah 
kecil, sebagian lagi lebih memilih jalur damai atau ganti rugi untuk 
menyelesaikan sengketanya. Berikut ini adalah Prosedur Pengaduan 
pelanggaran merek: 
Tabel 2 




                                                           Ket: Jalur Prosedural 
                                                                          Jalur Alternatif 
*Sumber: data primer yang telah diolah 
Salah satu kasus tindak pidana pelanggaran merek yang tangani 
oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu 2010-2013 adalah kasus 
pemalsuan telepon genggam, aksesoris dan baterai merek Nexian di kota 
Makassar (Hasil wawancara dengan Wasdik Reskrim Polrestabes pada 
tanggal 17 Desember 2013). Kuasa Hukum CV Royalindo Textama selaku 
pemegang lisensi nexian di Indonesia, Purgatorio Siahaan, juga 
mengatakan bahwa adanya pemalsuan merek baterai untuk telepon 
genggam merek Nexian di Makassar, diketahui berdasarkan laporan dari 








(hasil wawancara dengan Kuasa Hukum CV Royalindo Textama tanggal 
21 desember 2013). Setelah ditelusuri oleh kepolisian, terdapat tiga toko 
besar di Makassar Trade centre yang memasok barang-barang palsu 
tersebut dari china, padahal harga-harga yang ditawarkan dua barang ini 
hanya berselisih tipis. Untuk produk Nexian yang asli dijual di pasaran 
sekitar Rp 50.000, sedangkan Nexian produk China harganya Rp 45.000. 
Hanya untuk selisih harga Rp. 5.000 para pedagang yang tidak 
bertanggungjawab merugikan banyak pihak, mulai dari konsumen sampai 
pada pemilik merek atau pemegang lisensi barang-barang tersebut. Dari 
tiga tersangka pada masing-masing toko tersebut, Andre Gunawan Horas 
dari Bintang Seluler, Rusli Wijaya dari Master Seluler, dan Wenfy dari 
Rejeki Jaya Cellular aparat kepolisian berhasil mengamankan 811 baterai, 
89 headset, dan 34 telepon genggam Nexian palsu guna mencegah 
penyebaran barang-barang palsu ini lebih luas, hal ini juga bertujuan 
untuk meminimalisir kerugian konsumen dan pemilik merek atau 
pemegang lisensi.  
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah mendengar keterangan 
dari Staf Ahli Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) 
selaku penyidik yang menguatkan bukti adanya pelanggaran Undang-
undang Merek (Hasil wawancara dengan Wasdik Reskrim Polrestabes 
pada tanggal 17 Desember 2013). Akan tetapi CV Royalindo Textama 
selaku pemegang lisensi nexian di Indonesia dan para tersangka 
bersepakat untuk memilih jalur damai atau ganti rugi dalam 
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menyelesaikan masalahnya, oleh karna itu Purgatorio Siahaan selaku 
Kuasa hukum dari CV Royalindo Textama menarik kembali laporan 
pelanggaran merek yang telah dilaporkan di Polrestabes Makassar. Hal ini 
dapat dilakukan karena segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek merupakan delik aduan 
(hasil wawancara dengan Kuasa Hukum CV Royalindo Textama tanggal 
21 desember 2013). 
Pemerintah Kota Makassar juga sangat mendukung penegakan 
hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang dibidang perdagangan 
yang dapat merugikan konsumen dengan membentuk Peraturan Daerah 
Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
Ahmadi Miru menyatakan bahwa saat ini banyaknya kasus produk yang 
tidak mengikuti prosedur telah merugikan konsumen. Konsumen harus 
mendapatkan kenyamanan, kemamanan, dan keselamatan dalam memilih 
produk. Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi 
berupa pencabutan izin usaha sampai dengan sanksi pidana. Karena saat 
ini sangat marak produk yang tidak sesuai dengan prosedur baik itu 
barang asli maupun tiruan  (http://www.fajar.co.id diakses pada tanggal 27 
Desember 2013). 
Adapun kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 (1) 
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Konsumen adalah : 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; dan 
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 







B. Kendala-kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap 
Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makassar 
Trade Centre 
Jajaran Reskrim Polrestabes Makassar menyadari bahwa dalam 
hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek 
terdapat beberapa kendala yang menghambat penegakan hukum. Hal 
tersebut dipaparkan secara langsung oleh Wasdik Reskrim Polrestabes 
Makassar, Aiptu Jafar, berdasarkan paparan tersebut maka diketahui 
beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum 
terhadap tindak pidana pelanggaran merek di Kota Makassar, khususnya 
di Makassar Trade Centre, yaitu: 
a. Kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat.  
Pemberantasan dan penindakan tindak pidana pelanggaran merek 
tentunya memerlukan sarana yang mumpuni untuk menunjang 
keberhasilan aparat hukum dalam melaksanakan pemberantasan 
tindak pidana pelanggaran merek.  Kebutuhan akan fasilitas dan 
teknologi pendukung sangat dibutuhkan oleh aparat hukum jajaran 
Polrestabes Makassar, khususnya oleh Satuan Reskrim Polrestabes 
Makassar yang menangani tindak pidana pelanggaran merek. Salah 
satu contoh alat yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan 
penegakan hukum oleh aparat adalah adanya alat berupa CCTV di 
pusat perbelanjaan dan jalan-jalan umum yang terhubung dengan 
server  yang dimiliki oleh Reskrim Polrestabes Makassar sehingga 
85 
 
dapat dilakukannya pengawasan yang optimal pada tempat yang 
berpotensi dilakukannya praktik tindak pidana pelanggaran merek oleh 
pedagang. Alat ini telah digunakan di beberapa negara maju yang 
menyadari akan pentingnya pengawasan dalam menindaki serta 
mengurangi potensi berkembanganya pelanggaran merek khususnya 
berupa penjualan barang tiruan atau palsu alat tersebut dikenal 
dengan eagle eyes. Keterbatasan biaya operasional dalam 
melaksanakan operasi dan pemeriksaan juga masih menjadi kendala 
dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran 
merek, khususnya untuk mendatangkan tenaga ahli atau pakar yang 
ahli dibidangnya untuk membedakan antara barang asli dan palsu 
guna kepentingan pembuktian diperlukan biaya yang tidak sedikit. 
Aparat kepolisian juga diperhadapkan pada masalah kurangnya 
sumber daya aparat hukum Reskrim Polrestabes Makassar yang 
berkompeten dalam menangani tindak pidana pelanggaran merek 
yang terjadi melalui media internet atau  Online Shop. Keberadaan 
media internet bukan hanya memberi dampak positif bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namum juga telah 
memperluas peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual 
salah satunya dibidang merek karena tidak terbatasnya ruang dan 
waktu serta sulitnya melakukan pengawasan dengan kemampuan 
personil yang kurang memadai. Oleh karena itu jajaran Reskrim 
Polrestabes Makassar terus melakukan berbagai kegiatan dan 
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program khusus kepada personilnya guna meningkatkan kemampuan 
dan keahlian khusus dalam memberantas tindak pidana pelanggaran 
merek melalui media internet (wawancara, tanggal 17 Desember 
2013). 
b. Kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi 
masyarakat. 
Masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam memerangi 
perkembangan pelanggaran merek khususnya terhadap perdagangan 
barang-barang palsu dan terkesan acuh terhadap penegakan hukum 
yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Makassar. Salah satu 
indikator kurangnya pertisipasi masyarakat dapat dilihat dari kurangnya 
laporan atau pengaduan masyarakat kepada Reskrim Polrestabes 
terkait terjadinya tindak pidana pelanggaran merek khususnya 
perdagangan itu sendiri, ditambah lagi dengan pengetahuan 
konsumen terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 
Merek membuat masyarakat beramai-ramai menggunakan barang 
palsu tersebut tanpa rasa bersalah seakan-akan apa yang mereka beli 
itu bukan hasil dari suatu tindak pidana. Kurangnya pengetahuan akan 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek juga membuat 
masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur pengaduan 
pelanggaran merek ini sehingga tidak jarang laporan yang mereka 
berikan kepada aparat kepolisian ditolak. Masyarakat sebagai 
konsumen produk yang dilindungi haknya perlu dilibatkan secara aktif 
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dalam rangka penegakan hukum memerangi tindak pidana 
perdagangan barang-barang palsu. Khususnya dalam hal penggunaan 
dan perdagangan barang-barang palsu, masyarakat belum memiliki 
kesadaran yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan 
melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan penulis berdasarkan 
kuisioner yang diberikan kepada masyarat bahwa konsumen lebih 
memilih barang palsu karena belum memiliki kesadaran hukum yang 
baik, ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3 
Pengetahuan Responden terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang Merek 
Jawaban Frekuensi Presentase (%) 
Tahu 8 26% 
Tidak Tahu 22 74% 
Jumlah 30 100% 
*Sumber: data primer yang telah diolah 
Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa 26% (8 orang responden) 
megetahui Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan 
74% (22 orang responden) tidak mengetahui Undang-undang Nomor 
15 tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut menandakan bahwa  
kurangnya sosialisasi dari pemeritah yang menyebabkan kurangnya 
perhatian masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap merek. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis akan sosialisasi 
pemerintah dan aparat kepolisian mengenai Undang-undang Nomor 
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15 tahun 2001 tentang Merek dan perdagangan barang-barang palsu 
yang hanya dilakukan sebanyak 12 kali dan sosialisasi terhadap 
konsumen sebanyak 3 kali di media massa dalam kurun waktu 4 tahun 
yakni 2010-2013. Salah satu penyebab semakin diminatinya barang-
barang palsu tersebut dikalangan masyarakat karena harga sebuah  
barang yang asli sangat mahal bila dibandingkan  barang palsu, 
tentunya kualitas barang-barang palsu tersebut jauh lebih rendah dari 
kualitas barang yang asli itu sendiri namun konsumen lebih memilih 
menggunakan barang palsu dengan harga murah tanpa memikirkan 
kualitas dari barang tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 
hasil penelitian penulis tentang seberapa sering konsumen membeli 
barang palsu dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4 
Seberapa sering konsumen membeli barang palsu 
Jawaban Frekuensi Presentase(%) 
Sering 15 75% 
Jarang 3 15% 
Tidak Pernah 2 10% 
Jumlah 20 100% 
*Sumber: Data primer yang telah diolah 
Pada tabel di atas terlihat bahwa 75% (15 orang responden) menjawab 
sering membeli barang-barang palsu, 15% (3 orang responden) jarang 
membeli barang-barang palsu, dan 10% (2 orang rsponden) tidak 
pernah membeli barang-barang palsu. Hal ini menujukkan bahwa 
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konsumen cederung untuk memilih membeli barang-barang palsu 
dengan harga murah dengan kualitas rendah dibandingkan barang asli 






















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa 
hal diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana 
perdagangan barang-barang palsu di Kota Makassar khususnya di 
Makassar Trade Centre terbagi atas tiga kategori. Yang pertama, 
Upaya Pre-emtif yang dalam hal ini dengan memberikan sosialisasi 
kepada pedagang di berbagai pusat perbelanjaan khususnya di 
Makassar Trade Centre dan kepada konsumen melalui media 
massa. Kedua, Upaya Preventif dengan memperketat tingkat 
pengawasan pada tempat yang diduga jalur masuknya barang-
barang palsu seperti di pelabuhan dan juga dengan memberikan 
himbauan kepada pengelola pusat perbelanjaan untuk lebih selektif 
dalam memberikan izin bagi para pedagang. Ketiga, Upaya 
Represif dengan cara membantu mengarahkan dan menindaki 
aduan dari pihak yang merasa dirugikan untuk segera diproses di 
Pengadilan Niaga, dan juga menangkap pelaku yang telah terbukti 
melakukan tindak pidana pelanggaran merek serta menghentikan 
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penyebaran barang palsu tersebut dengan melakukan razia dan 
penyitaan.  
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya 
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan barang-
barang palsu di Kota Makassar khususnya di Makassar Trade 
Centre ada dua, yang pertama adalah kendala dari penegak hukum 
itu sendiri, yakni kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber 
daya aparat. Kedua, yang merupakan kendala dari masyarakat 
yang juga menjadi konsumen perdagangan barang palsu ini adalah 
kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi 
masyarakat dalam memerangi perkembangan tindak pidana 




Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukan tersebut, 
maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 
1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek oleh 
aparat seharusnya  dilakukan lebih intensif agar potensi semakin 
berkembangnya tindak pidana pelanggaran merek ini khususnya 
dalam hal perdagangan barang-barang palsu dapat diminimalisir 
bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang 
dimiliki oleh aparat kepolisian, seharusnya aparat kepolisian lebih 
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meningkatkan komunikasi dan menjalin suatu kerja sama dengan 
pemilik merek atau pemegang lisensi ternama baik yang berasal 
dari negara maju agar keterbatasan dalam hal fasilitas dapat 
teratasi dan juga meningkatkan kerja sama dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan keahlian personil dalam menanganti tindak 
pidana pelanggaran merek melalui media online seperti internet. 
2. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana 
pelanggaran merek seharusnya mendapatkan respon positif dari 
masyarakat dalam bentuk tindakan seperti tidak menggunakan 
barang-barang palsu sehingga bisnis perdagangan barang-barang 
palsu tersebut tidak semakin berkembang dan kinerja aparat juga 
dapat semakin ditingkatkan. Selain itu kurangnya apresiasi 
masyarakat terhadap perlindungan hak merek turut mendukung 
berkembangnya pelanggaran merek, oleh karena itu perlu kiranya 
diadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait perlindungan hak 
kekayaan intelektual agar masyarakat dapat memahami, menyadari 
dan menghargai suatu karya sebagai objek yang bernilai dan 
dilindungi oleh undang-undang. Permasalahan harga  barang-
barang asli yang kurang terjangkau seharusnya ditanggapi pemilik 
merek atau pemegang lisensi dengan memberlakukan diskriminasi 
harga pada negara maju dan pada negara berkembang. Karena 
kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat selama ini telah 
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menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih  barang-
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